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BAB III 

TINJAUAN TENTANG PEMILIHAN UMUM 

 

A. Pengertian Pemilihan Umum 

Pemilihan umum diartikan sebagai proses, cara perbuatan memilih yang 

hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik 

rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat 

kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan,
79

 yang dilakukan 

serentak oleh seluruh rakyat suatu negara.
80

 Dan sudah ditentukan aturan dan 

tempatnya di dalam Undang-Undang.
81

 

Kegiatan pemilihan umum (general election) juga merupakan salah satu 

sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, 

dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi 

pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum 

sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.
82

 Dimana salah satu 

ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu 

tertentu. Di Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum disebut dalam Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E
83

 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menentukan bahwa 

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil setiap lima tahun sekali”.
84

 

Pembentukan pemilihan umum adalah untuk menjamin siklus kekuasaan 

yang bersifat teratur dan diperlukan mekanisme pemilihan umum yang 

diselenggarakan secara berkala sehingga demokrasi dapat terjamin dan 

pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdi kepada kepentingan seluruh 

rakyat dapat benar-benar bekerja efektif dan efisien. 

 

B. Tujuan dan asas Pemilihan Umum 

Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila 

dalam Negara Republik Indonesia, maka pemilihan umum bertujuan: 

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib; 

2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan 

3. Dalam rangka melakukan hak-hak asasi manusia. 

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pembukaan dan Pasal 1 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia 

menganut asas kedaulatan rakyat yaitu kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu 
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antara lain tercermin dilaksanakan pemilihan umum dalam waktu tertentu. 

Karenanya pemilihan umum adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan 

kepada warga negara untuk melaksanakan haknya, dengan tujuan: 

1. Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan rakyat; 

dan 

2. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat 

sebagai wakil yang dipercayakan oleh para pemilihnya.
85

  

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemilihan umum 

bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman 

dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi 

manusia. Jimly Asshiddiqie menambahkan tujuan keempat dari pemilihan umum 

adalah untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili 

kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
86 

Salah satu tujuan pemilihan umum 

adalah untuk memungkinkan lembaga-lembaga negara berfungsi sesuai dengan 

maksud Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu sejauhmanakah 

pemilihan umum itu berhasil mencapai tujuan, salah satunya jawabannya adalah 

sejauh manakah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan 
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Fikih Siyasah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 157 



48 

 

Rakyat (DPR) hasil pemilihan umum tersebut dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya.
87 

 

C. Sistem Pemilihan Umum legislatif dan perkembangannya di Indonesia 

Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang demokratis diperlukan 

sebuah sistem
88

 yang mendukung ke arah tersebut. Sistem pemilihan umum 

secara bahasa merupakan perangkat beberapa unsur yang saling berkaitan satu 

sama lain yang terdapat dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat suatu 

negara,
89

 rakyat tersebut memilih para wakilnya dalam suatu lembaga perwakilan 

rakyat, seperti halnya parlemen atau dapat berupa seperangkat metode untuk 

mentransfer suara pemilih dalam satu kursi di parlemen.
90

 

Jimly Asshiddiqie mengelompokkan sistem pemilihan umum dapat 

dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu: (i) Sistem pemilihan mekanis; dan (ii) 

Sistem pemilihan organis.
91

 Sistem pemilihan mekanis menempatkan rakyat 

sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah 

sebagai pengendali hak pilih aktif dalam masing-masing mengeluarkan satu suara 

dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga Perwakilan.
92

 Sedangkan pemilihan 
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organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup 

bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan: geneologis 

(rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan 

sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas).
93

 

Sistem pemilihan mekanis biasanya dilaksanakan dengan 2 (dua) sistem 

pemilihan umum, yaitu: 

1. Sistem distrik (single member constituencies); 

Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilihan di mana 

wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah 

pemilihan (dapil) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga 

perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih. Misalnya, jumlah anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditentukan 500 (lima ratus) orang. Maka, 

wilayah negara dibagi dalam 500 (lima ratus) distrik atau daerah pemilihan. 

Artinya, setiap distrik atau daerah pemilihan akan diwakili oleh hanya 1 

(satu) orang wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
94

 

2. Sistem proporsional; 

Sistem pemilihan proporsional adalah suatu sistem pemilihan dimana 

kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai 

dengan imbangan perolehan suara yang didapat partai politik bersangkutan.
95

 

Dengan kata lain, sistem ini merupakan metode transfer suara pemilih di 
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kursi parlemen sesuai dengan proporsi perolehan suara pemilih. Umpamanya 

jumlah pemilih yang sah pada suatu pemilihan umum adalah 1.000 (seribu) 

orang dan jumlah kursi di badan perwakilan ditentukan 10 (sepuluh) kursi, 

berarti untuk 1 (satu) orang wakil rakyat dibutuhkan suara 100 (seratus) 

suara. Pembagian kursi di badan perwakilan tersebut tergantung kepada 

beberapa jumlah suara yang didapat setiap partai politik yang ikut pemilihan 

umum itu.
96

 

 

Sistem proporsional ada 2 (dua) metode yang utama, yaitu: 

a. Hare system (Single Tranferable Vote); 

Dalam hare system, pemilih diberi kesempatan untuk memilih 

pilihan pertama, kedua dan seterusnya dari distrik yang bersangkutan. 

Jumlah perimbangan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan 

dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi dan apabila ada sisa 

suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya, 

dan demikian seterusnya.
97

 Sistem ini ditandai dengan beberapa ciri: 

Pertama, menggunakan distrik-distrik bersuara banyak; Kedua, pemilih 

melakukan ranking kandidat secara preferensial; Ketiga, kandidat yang 

perolehan suaranya melebihi kouta suara (threshold) dinyatakan sebagai 
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wakil terpilih; dan Keempat, jika ada yang melebihi kouta, kandidat 

yang preferensinya paling sedikit disignifikan.
98

 

b. List System (list proporsional representative) 

Menurut model list system (sistem daftar) pemilih di minta memilih 

di antara daftar-daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama 

wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Dalam 

penerapannya, sistem daftar ini terdiri dari 2 (dua) bentuk. Pertama, 

sistem daftar tertutup. Pada sistem ini para pemilih harus memilih partai 

politik peserta pemilihan umum dan tidak bisa memilih calon legislatif. 

Karena dalam sistem ini calon legislatif ditentukan dan diurutkan 

sepihak oleh partai politik yang mencalonkannya; dan Kedua, sistem 

terbuka. Dalam sistem ini pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi 

juga memilih calon legislatif, karena partai politik tidak menentukan dan 

mengurutkan secara sepihak calon.
99

 

 

Perkembangan sistem Pemilihan Umum legislatif di Indonesia dibagi 

menjadi beberapa periode, yaitu: 

1. Sistem Pemilihan Umum pertama / Orde Lama 

Pemilihan Umum pada era Orde Lama dilaksanakan pada tahun 1955 

untuk membentuk badan perwakilan berlangsung pada tanggal 29 September 
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1955 dan membentuk Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955 dibawah 

Kabinet Burhanuddin (Masyumi).100 Sistem pemilihan umum yang 

diterapkan pada tahun 1955 adalah sistem proporsional yang dikaitkan 

dengan sistem daftar terbuka.
101

 Pada sistem ini partai politik atau kontestan 

akan mendapat kursi berdasarkan perolehan suara dalam pemilihan umum. 

Daftar terbuka menjadikan pemilih dapat menuliskan nama calon dari daftar 

calon yang disusun partai politik.
102

 Dasar Hukum pada pemilihan umum 

Tahun 1955 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan 

Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang 

diundangkan pada tanggal 4 April 1953. 

Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili 300.000 (tiga 

ratus ribu) orang, sedangkan setiap anggota Konstituante mewakili 150.000 

(seratus lima puluh ribu) orang. Undang-Undang Pemilihan Umum membagi 

Indonesia menjadi 16 (enam belas) daerah pemilihan
103

, yaitu: Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta Raya, Sumatera Selatan, Sumatera 

Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
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Timur, Sulawesi Utara-Tengah, Sulawesi Tenggara-Selatan, Maluku, Sunda-

Kecil Timur, Sunda-Kecil Barat dan Irian Barat.
104

 

Pemilihan umum pertama berlangsung dalam suasana kemerdekaan. 

Pemilihan umum Tahun 1955 ini sebagai pemilihan umum yang demokratis 

bahkan sampai mencapai tingkat ideal.
105

; tidak ada pembatasan partai-

partai, dan administrasi teknis berjalan lancar dan jujur. Pemilihan umum ini 

dipandang sebagai prestasi gemilang, afirmasi kebangsaan dan jawaban 

nyata kepada kaum skeptik di dalam dan di luar negeri yang mengklaim 

Bangsa Indonesia tidak sanggup berdemokrasi. Pemilihan umum tersebut 

menghasilkan empat besar partai pemenang, yakni Partai Nasional Indonesia 

(PNI) (57 kursi), Masyumi (57 kursi), Nahdatul Ulama (NU) (48 kursi), dan 

Partai Komunis Indonesia (PKI) (39 kursi). Usai Pemilu, badan konstituante 

yang disusun berdasarkan hasil pemilu, mulai bersidang untuk menyusun 

Undang-Undang Dasar baru. Namun, sidang-sidang secara marathon selama 

lima tahun gagal mencapai kegagalan sebuah Undang-Undang Dasar yang 

baru.
106

 

Jumlah peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) adalah 118 (seratus delapan belas) kontestan, 

secara kategoris, kontestan pemilihan umum tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi 4 (empat) kelompok besar, yaitu: 
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a. Kelompok partai politik sebanyak 36 partai politik; 

b. Kelompok organisasi sebanyak 46; 

c. Kelompok perorangan sebanyak 59 orang; dan 

d. Kelompok kumpulan pemilih sebanyak 56. 

 

Tabel 3.1 

Hasil Pemilihan Umum Tahun 1955 

No 
Partai/Nama 

Daftar 

DPR Konstituante 

Suara % Kursi Suara % Kursi 

1. 
Partai Nasional 

Indonesia (PNI) 
8.434.653 22.32 57 9.070.218 23.97 119 

2. Masyumi 7.903.886 20.92 57 7.789.619 20.59 112 

3. 
Nahdatul Ulama 

(NU) 
6.955.141 18.41 48 6.989.333 18.47 91 

4. 
Partai Komunis 

Indonesia (PKI) 
6.179.914 16.36 39 1.059.922 16.47 80 

5. 

Partai Syarikat 

Islam Indonesia 

(PSII) 

1.091.160 2.89 8 1.059.922 2.80 16 

6. Partai Katolik 1.003.326 2.66 8 988.81 2.61 16 

7. 
Partai Keristen 

Indonesia (PSI) 
770.74 2.04 6 748.591 1.99 10 

8. 
Partai Sosialis 

Indonesia (PSI) 
753.191 1.99 5 695.932 1.84 10 

9. 

Ikatan Pendukung 

Kemerdekaan 

Indonesia (IPKI) 

541.306 1.43 4 544.803 1.44 8 

10. 

Pergerakan 

Tarbiyah 

Islamiyah (Perti) 

483.014 1.28 4 465.359 1.23 7 

11. 
Partai Rakyat 

Nasional (PRN) 
242.125 0.64 2 220.652 0.58 3 

12. Partai Buruh 224.167 0.59 2 332.047 0.88 5 

13. 

Gerakan Pembela 

Panca Sila 

(GPPS) 

219.985 0.58 2 152.892 0.40 2 

14. 
Partai Rakyat 

Indonesia (PRI) 
206.161 0.55 2 134.011 0.35 

 

2 

 

15. 
Partai Pegawai 

Polisi RI (P3RI) 
200.419 0.53 2 179.346 0.47 3 
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16. Murba 199.419 0.53 2 248.633 0.66 4 

17. Baperki 178.887 0.47 1 160.456 0.42 2 

18. 

Persatuan 

Indonesia Raya 

(PIR) 

Wongsonegoro 

178.481 0.47 1 162.42 0.43 2 

19. Gerindra 178.481 0.41 1 157.976 0.43 2 

20. 

Persatuan Rakyat 

Marhaen 

Indonesia 

(Permai) 

149.287 0.40 1 164.386 0.43 2 

21. 
Persatuan Daya 

(PD) 
146.054 0.39 1 169.222 0.45 3 

22. PIR Hazairin 114.644 0.30 1 101.509 0.27 2 

23. 

Partai Politik 

Tarikat Islam 

(PPTI) 

85.131 0.22 1 74.913 0.20 1 

24. AKUI 81.454 0.21 1 84.862 0.22 1 

25. 
Persatuan Rakyat 

Desa (PRD) 
77.919 0.21 1 39.278 0.10 1 

26. 

Partai Republik 

Indonesia 

Merdeka (PRIM) 

72.523 0.19 1 143.907 0.38 2 

27. 

Angkatan 

Comunis Muda 

(Acoma) 

64.514 0.17 1 55.844 0.15 1 

28. 
R. Soedjono 

Prawirisordarso 
53.306 0.14 1 38.356 0.10 1 

29. 
Gerakan Pilihan 

Sunda 
- - - 35.035 0.09 1 

30. 
Partai Tani 

Indonesia 
- - - 30.06 0.08 1 

31. 
Radja 

Keprabonan 
- - - 33.66 0.09 1 

32. 

Gerakan Banteng 

Republik 

Indonesia (GBRI) 

- - - 39.874 0.11 1 

33. PIR NTB - - - 33.823 0.09 1 

34. 
L.M. Idrus 

Effendi 
- - - 31.988 0.08 1 

35. Lain-lain - - - 426.856 1.13 1 

Jumlah 37.785.299 100 257 37.837.105 100 514 

 Sumber : Dedi Mulyadi, h. 296 
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Tanpa didampingi Hatta, Soekarno lalu mengeluarkan Dekrit 5 Juli 

1959, yang mengunstruksikan pembubaran Konstituante, berlakuya kembali 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pembentukan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara 

(DPAS). Soekarno memerintah dengan Dekrit, tanpa pemilihan umum dan 

dirinya diangkat sebagai presiden seumur hidup.
108 

Selanjutnya Soekarno memberlakukan Demokrasi Terpimpin sebagai 

demokrasi ala Indonesia. Dalam demokrasi Terpimpin ini, Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilihan Umum 1955 dibubarkan diganti 

dengan DPR-Gotong Royong (GR) yang anggotanya diangkat oleh Soekarno 

sendiri. Pengisian keanggotaan DPR-Gotong Royong (GR) dilaksanakan 

berdasarkan Keputusan Presiden No. 156 Tahun 1960, ditetapkan 283 

anggota dengan komposisi : 130 mewakili 9 partai politik dan 152 anggota 

mewakili golongan-golongan fungsional.
109

 

Tidak hanya anggota DPR-GR yang ditunjuk oleh Presiden, begitu 

juga dengan keanggotaan MPRS. Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 

Tahun 1959, MPRS terdiri atas Anggota DPR Gotong Royong (GR) di 

tambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. 

Jumlah anggota MPRS menjadi 616 orang yang terdiri dari 257 anggota 
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DPR-GR, 241 Utusan Golongan Karya, dan 118 Utusan Daerah. Ketua dan 

Wakil Ketua MPRS juga diangkat oleh Presiden.
110 

 

2. Sistem Pemilihan Umum Orde Baru 

Ketika Orde Baru berkuasa, Indonesia telah menyelenggarakan 

pemilihan umum sebanyak 6 (enam) kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 

1987, 1992 dan 1997. Meskipun demikian, pelaksanaan pemilihan umum 

dibawah Orde Baru memiliki karakter yang berbeda dengan pemilihan 

umum yang dikenal negara-negara demokrasi pada umumnya. Namun, yang 

terjadi kemudian adalah ketidakseimbangan kontestasi antar peserta 

pemilihan umum dan hasil pemilihan umum tidak mencerminkan aspirasi 

dan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemilihan umum diatur melalui cara-

cara tertentu untuk kelanggengan kekuasaan Orde Baru itu sendiri.
111

 Sistem 

kepartaian di zaman Orde Baru tersebut sering dinamakan sistem kepartaian 

yang hegemonik, yaitu sistem kepartaian yang mana tingkat kompetensi 

antara parpol dibuat seminimal mungkin oleh partai politik hegemonik. 

Ilmuwan politik Polandia, Jerzy J. WIatr, berpendapat bahwa sistem 

kepartaian hegemonik dan sistem kepartaian dominan, bersama sistem partai 

monopartai hanyalah merupakan pembedaan sub tipe dari sistem partai 

tunggal (One-party system) yang bersifat diktator, sebagai berikut: 
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a. Sistem partai tunggal, dimana hanya ada satu partai secara resmi di 

izinkan keberadannya; 

b. Sistem partai hegemonik, dimana beberapa partai diizinkan untuk ada, 

tetapi mereka mengajukan kandidat hanya ketika diizinkan untuk 

melakukannya oleh partai yang secara resmi berkuasa, dan tidak ada 

persaingan antara partai-partai tersebut; dan 

c. Sistem partai dominan, dimana partai apa saja dapat mengatur dan 

mengajukan calon-calonnya, tapi hanya satu partai yang memenangkan 

semua suaranya dan terpilih karena memiliki pemilih yang loyal.
112

 

Rekayasa rezim Soeharto tentu saja menjauhkan Pemilihan Umum 

sebagai sarana bagi rakyat untuk memastikan politisi yang terpilih dapat 

bertindak atas nama dan berdasar preferensi serta mewakili rakyat. 

Akibatnya: 

a. Lemahnya partai politik sebagai representasi politik rakyat terutama 

karena partai dibuat tergantung dan tunduk pada kekuasaan. Kelemahan 

terjadi tidak saja pada partai PDI dan PPP, tetapi juga Golkar; 

b. Hilangnya ikatan ideologis yang membawa banyak orang pada 

pragmatism dalam berpolitik; dan 

c. Dalam kerangka hubungan antara rakyat dengan wakilnya, menjadikan 

pemilihan umum bukan lagi sebagai sarana yang efektif bagi rakyat 
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untuk menyatakan keinginanya, apalagi sebagai ekspresi kedaulatan 

rakyat.
113

  

Sistem pemilihan umum yang di pakai dalam periode ini adalah 

melanjutkan sistem proporsional atau perwakilan berimbang dengan stelsel 

daftar tertutup. 

a. Pemilihan Umum 1971 

Menurut Tap MPRS No. XI/MPRS/1966 seharusnya Pemilihan 

Umum diselenggarakan pada tahun 1968. Akan tetapi, karena kuatnya 

pengumulan nyata pemerintah dan partai-partai dalam membicarakan 

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Komposisi Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), maka Undang-Undang tersebut tidak dapat 

diselesaikan tepat waktu sehingga Pemilihan Umum ditunda sampai 

bulan Juli 1971.
114

 

Dalam pemilihan umum 1971, sesuai dengan Keppres No. 

128/1968 tanggal 9 Februari 1968, minus PKI dan Partindo yang sudah 

dilarang dan ditambah Pamusi dan Golongan Karya (Golkar).
115

 Jadi, 

jumlah partai politik yang menjadi kontestan pemilihan umum 

disederhanakan, yang hanya diikuti oleh 9 (sembilan) partai dan 1 (satu) 

Golongan Karya. Dan kursi di DPR pada Pemilihan umum ini sebanyak 

360 (tiga ratus enam puluh) kursi. 
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Pemakaian sistem ini dicantumkan dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota 

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Pasal 23 dan Penjelasan 

Umum butir 4 Pasal 23 berbunyi: “Untuk menetapkan hasil pemilihan 

bagi DPR, DPRD I dan DPRD II digunakan sistem perwakilan 

berimbang.”
116

 Sedangkan dalam Penjelasan Umum butir 4 ditegaskan 

bahwa untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dipakai sistem 

perwakilan berimbang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan 

sistem tersebut besarnya kursi perwakilan bagi setiap organisasi sedapat 

mungkin seimbang dengan perolehan suara masing-masing. Dengan 

sistem ini, maka perolehan kursi setiap organisasi politik didasarkan 

pada suatu bilangan pembagi. Artinya kursi yang dapat diperoleh adalah 

jumlah seluruh suara yang di peroleh dibagi dengan jumlah kursi yang 

tersedia.
117

 

Namun, menurut Sri Soemantri, sistem proporsional yang 

berlaku menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tidak murni 

karena ada unsur distriknya, meskipun bobotnya lebih berat sistem 

proporsionalnya. Unsur sistem distrik itu (meskipun tidak murni) dapat 

disimpulkan dari ketentuan Pasal 5 (2) dan Pasal 6 yang berbunyi: 
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Pasal 5 ayat (2) : 

a. “Jumlah wakil dalam setiap daerah pemilihan sekurang-

kurangnya sama dengan jumlah Daerah Tingkat II yang ada 

dalam daerah pemilihan yang bersangkutan; dan 

b. Tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai 

seorang wakil.”
118

 

Pasal 6 : 

“Jumlah anggota DPR yang dipilih dalam pemilihan umum di 

Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih 

di luar Jawa.”
119

 

 

Kebijakan pengkredilan peran dan penyederhanaan jumlah partai 

politik menjadi agenda utama Pemerintahan Soeharto diawal Orde Baru. 

Semangat awal berdirinya Orde Baru untuk melaksanakan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen seakan hanya 

menjadi slogan belaka. Langkah penyederhaan sistem kepartaian juga 

merupakan upaya untuk membangun sistem partai tunggal yaitu 

menjadikan Golkar sebagai kekuatan politik tunggal yang dominan.
120

 

Tabel 3.2 

Hasil Pemilihan Umum Tahun 1971 

No.
 

Partai Suara % Kursi 

1. Golkar 34.348.673 62.82 236 

2. NU 10.213.650 18.68 58 

3. Parmusi 2.930.746 5.36 24 

4. PNI 3.793.266 6.93 20 

                                                             
121

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan 

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Pasal 5 ayat (2) 
122

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan 

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Pasal 6 
123

 Zuly Qodir, op.cit., h. 19 



62 

 

5. PSII 1.308.237 2.39 10 

6. Parkindo 733.359 1.34 7 

7. Katolik 603.740 1.10 3 

8. Perti 381.309 0.69 2 

9. IPKI 338.403 0.61 - 

10. Murba 48.126 0.08 - 

Jumlah 54.669.509 100.00 360 

Sumber : Dedi Mulyadi, h. 304
 

Dalam menentukan jumlah kursi di masing-masing daerah 

pemilihan, tidak semata-mata didasarkan pada jumlah penduduk, namun 

juga didasarkan pada wilayah administratif. Bahkan, daerah 

administratif itu sendiri adalah daerah pemilihan. Provinsi adalah daerah 

administratif  yang dijadikan daerah pemilihan. Cara pengalokasiannya 

adalah sebagai berikut: 

1) Jumlah waktu dari setiap daerah pemilihan untuk DPR sekurang-

kurangnya sama dengan jumah kabupaten/kota yang ada dalam 

daerah pemilihan yang bersangkutan; dan 

2) Bagi daerah yang memiliki kelebihan penduduk kelipatan 400 ribu 

(Pemilihan umum 1971-1982) atau 500 ribu (Pemilihan umum 

1987-1997) maka daerah tersebut mendapat tambahan kursi sesuai 

dengan kelipatannya. 

Struktur pemilihan yang digunakannya adalah sistem daftar 

tertutup. Para pemilih hanya memilih salah satu partai yang tersedia, 

bukan memilih kandidat. Seseorang untuk dapat lolos menjadi kandidat 

melalui proses yang ketat di mana pemerintah ikut terlibat di dalamnya. 
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Mekanisme yang dipakai adalah calon anggota DPR hanya lolos 

penelitian khusus (litsus) untuk mengetahui prestasi, dedikasi, loyalitas, 

dan tidak tercela (PDLT). Mekanisme Orde Baru dari pada untuk 

memperoleh kandidat yang berkualitas. Partai peserta pemilihan umum, 

calon anggota DPR yang lolos litsus kemudian disusun dalam daftar 

dengan nomor urut. Penentuan terpilih adalah mereka yang menempati 

nomor urut atas. 

Tabel 3.3 

Perbedaan Pemilihan Umum 1971 dan Pemilihan Umum 1955 

Pemilihan Umum 1955 Pemilihan Umum 1971 

Hak Pilih ABRI diberi hak 

memilih, hanya saja kepada 

mereka dibuatkan aturan khusus 

terutama bagi mereka yang 

sedang bertugas pada hari 

pemungutan suara tiba 

Hak Pilih ABRI dihapuskan 

Tidak mengharuskan memilih 

partai tertentu atau Golkar 

Pelaksanaan kebijakan yang 

berpihak kepada Golongan Karya, 

misalnya mengharuskan PNS 

memilih Golkar 

Jumlah kontestan pemilihan 

umum sebanyak 35 partai atau 

nama perseorangan 

Jumlah partai disederhanakan 

menjadi 9 partai dan 1 Golkar 

 Sumber : Dedi Mulyadi, h. 305 

 

b. Pemilihan Umum 1977 

Pemilihan Umum diselenggarakan serentak pada tanggal 2 Mei 

1977. Dasar hukum Pemilihan Umum 1977 adalah Tap MPR No. 

VIII/MPR/1973, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Tentang 
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Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan 

Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 

Sistem yang digunakan pada Pemilihan Umum 1977 serupa dengan 

Pemilihan Umum 1971, yaitu sistem proporsional dengan stelsel daftar 

tertutup.
121

 

Jumlah partai kontestan dalam Pemilihan Umum Tahun 1977 ini 

terdiri dari 2 (dua) partai yaitu PPP dan PDI dan 1 (satu) Golongan 

Karya. Sedangkan kursi di DPR sebanyak 360 kursi. Hasil perolehan 

suara tidak banyak perubahan dibanding Pemilihan Umum 1971. 

Tabel 3.4 

Hasil Pemilihan Umum Tahun 1977 

No. Partai Suara % Kursi 

1. Golkar 39.750.096 62.11 232 

2. PPP 18.743.491 29.29 99 

3. PDI 5.504.757 8.60 29 

Jumlah 63.953.344 100.00 360 

Sumber : Dedi Mulyadi, h. 305 

c. Pemilihan Umum 1982 

Pemilihan Umum diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. 

Dasar hukumnya TAP MPR No. VII/MPR/1978 menugaskan kepada 

Presiden untuk menyelenggarakan pemilihan umum selambat-lambatnya 

tahun 1982 yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Negara 

Republik Indonesia. Untuk menyelenggarakan pemilihan umum, 

diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 Tentang Perubahan 
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Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum 

Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1975. 

Sistem pemilihan umum yang digunakan yaitu tetap sistem 

proporsional dengan stelsel daftar tertutup. Partai yang mengikuti 

kontestan pemilihan umum yaitu PPP, PDI dan Golkar. Kursi di DPR 

sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) kursi. 

Tabel 3.5 

Hasil Pemilihan Umum 1982 

No. Partai Suara % Kursi % 1977 +/- % 

1. Golkar 48.334.724 64.34 242 62.11 +2.23 

2. PPP 20.871.880 27.78 94 29.29 -1.51 

3. PDI 5.919.702 7.88 24 8.60 -0.72 

Jumlah 75.126.306 100.00 360 100.00  

Sumber : Dedi Mulyadi, h. 307 

Perkembangan Partai Golkar dari tahun 1977 dengan pemilihan 

umum Tahun 1982 mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa 

dominasi Golkar pada pemilihan umum ini masih sangat kuat.
122

 

 

d. Pemilihan Umum 1987 

Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara 

serentak. Dasar hukum TAP MPR No. III/MPR/1983 tentang Pemilihan 

Umum, yang memberikan penugasan kepada Presiden untuk 
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melaksanakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali secara serentak. 

Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang 

Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan atau 

Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.  

Sistem Pemilihan Umum pada tahun 1987 tetap sama yaitu 

Sistem Proporsional stelsel daftar tertutup. Berdasarkan Undang-

Undang Susduk, jumlah kursi DPR ditambah menjadi 400 (empat ratus) 

kursi dari 360 (tiga ratus enam puluh) kursi di periode DPR sebelumnya. 

Penambahan ini merupakan proporsionalitas dari pertambahan jumlah 

penduduk Indonesia. 

Tabel 3.6 

Hasil Pemilihan Umum 1987 

No. Partai Suara % Kursi % 1982 +/- % 

1. Golkar 62.783.680 73.16 299 64.34 +8.82 

2. PPP 13.701.428 15.97 61 27.78 -11.81 

3. PDI 9.384.708 10.87 40 7.88 +2.99 

Jumlah 85.869.816 100.00 400 100  

 Sumber : Dedi Mulyadi, h. 308 

Dari hasil penghitungan suara, terlihat perolehan suara Golkar 

semakin tinggi dibandingkan dengan Pemilihan Umum 1982 

sebelumnya. Golkar mengalami peningkatan perolehan suara.  
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e. Pemilihan Umum 1992 

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1992 tidak lagi 

diawali pembentukan Ketetapan MPR dan pembentukan Undang-

Undang Pemilihan Umum. Pemerintah saat ini hanya melakukan revisi 

terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1990 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

Tidak ada perubahan mendasar dari sistem pemilihan umum 

sebelumnya. Pemilihan Umum diselenggarakan pada 9 Juni 1992. 

Tabel 3.7 

Hasil Pemilihan Umum 1992 

No. Partai Suara % Kursi % 1987 +/- % 

1. Golkar 66.599.331 68.10 282 73.16 -5.06 

2. PPP 16.624.647 17.01 62 15.97 +1.04 

3. PDI 14.565.556 14.89 56 10.87 +4.02 

Jumlah 97.789.534 100.00 400 100.00  

 Sumber : Dedi Mulyadi, h. 309 

f. Pemilihan Umum 1997 

Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum 1997, pemerintah 

melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995. Tidak 

ada perubahan mendasar dari sistem pemilihan umum. Namun, terdapat 

penambahan kursi DPR dari 400 kursi menjadi 425 kursi. Penambahan 

kursi melalui pemilihan umum ini tidak menambah jumlah kursi di 
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DPR, karena terjadi pengurangan kursi ABRI dari 100 kursi menjadi 75 

kursi.
123

 

Pemilihan Umum diselenggarakan pada 29 Mei 1997, dengan 

suara Golkar kembali mengalami kenaikan suara. Dan suara PDI jsutru 

mengalami penurunan. 

 

Tabel 3.8 

Hasil Pemilihan Umum 1997 

No. Partai Suara % Kursi % 1992 +/- % 

1. Golkar 84.187.907 74.51 325 68.10 +6.41 

2. PPP 25.340.028 22.43 89 17.01 +5.43 

3. PDI 3.463.225 3.06 11 14.89 -11.84 

Jumlah 112.991.160 100.00 425 100.00  

Sumber : Dedi Mulyadi, h. 310 

 

Tabel 3.9 

Pemilihan Umum Orde Baru 

Pemilihan 

Umum 
Sistem Pemilu 

Kursi di lembaga 

perwakilan 

Susunan Partai 

Politik 

1971 

Sistem 

perwakilan 

berimbang 

dengan stelsel 

daftar tertutup 

360 

9 partai politik 

dan organisasi 

masyarakat 

1977 

Sistem 

proporsional 

stelsel daftar 

tertutup 

360 

2 partai politik 

dan 1 golongan 

karya 

1982 

Sistem 

proporsional 

stelsel daftar 

tertutup 

360 

 

2 partai politik 

dan 1 golongan 

karya 

 

1987 
Sistem 

proporsional 
400 

2 partai politik 

dan 1 golongan 
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stelsel daftar 

tertutup 

karya 

1992 

Sistem 

proporsional 

stelsel daftar 

tertutup 

400 

2 partai politik 

dan 1 golongan 

karya 

1997 

Sistem 

proporsional 

stelsel daftar 

tertutup 

425 

2 partai politik 

dan 1 golongan 

karya 

  

Tabel 3.10 

Jumlah Suara Partai Politik dalam  

Pemilihan Umum Orde Baru 

Parpol 1977 1982 1987 1992 1997 

Golkar 62.11 64.34 73.16 68.10 74.51 

PPP 29.29 27.78 15.97 17.01 22.43 

PDI 8.60 7.88 10.87 14.89 3.06 

Jumlah 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabel 3.11 

Periode DPR di Masa Orde Baru 

No. Periode Jumlah Anggota Masa Tugas 

1. Pemilu 1971 360 dipilih + 100 diangkat 28/10/1971-30/9/1977 

2. Pemilu 1977 360 dipilih + 100 diangkat 1/10/1977-30/9/1982 

3. Pemilu 1982 360 dipilih + 100 diangkat 1/10/1982-30/9/1987 

4. Pemilu 1987 400 dipilih + 100 diangkat 1/10/1987-30/9/1992 

5. Pemilu 1992 400 dipilih + 100 diangkat 1/10/1992-30/9/1997 

6. Pemilu 1997 425 dipilih + 75 diangkat 1/10/1997-30/9/1999 

Sumber : Efriza dan Syafuan Rozi, h. 50 

 

3. Sistem Pemilihan Umum Era Reformasi 

Pemilihan Umum 1999 

Melalui kesepakatan Sidang Istimewa MPR yang kemudian 

dituangkan dalam TAP MPR No. III/MPR/1998 Tentang Pemilihan Umum, 

antara lain berisi penyelenggaraan Pemilihan Umum diajukan menjadi 
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Tahun 1999 dari yang seharusnya Tahun 2002. Kemudian disahkan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. 

Pemilihan Umum pertama era reformasi dilaksanakan pada 7 Juni 

1999, desain Undang-Undang pemilihan umum dan partai politik yang 

sangat terbuka terhadap partisipasi masyarakat, telah merangsang 

tumbuhnya partai-partai baru. Sistem multi partai tidak bisa dihindari. 

Sistem Pemilihan umum yang digunakan yaitu Sistem Proporsional 

dengan stelsel daftar tertutup. Jumlah Partai politik yang mengikuti 

Pemilihan Umum ini ada 48 (empat puluh delapan) partai politik dan jumlah 

kursi di DPR sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) kursi.
124

 

Tabel 3.12 

Hasil Pemilihan Umum 1999 

No. 
Nama 

Partai 
Suara DPR 

Kursi Tanpa 

Stambus 

Accord 

Kursi Dengan 

Stambus 

Accord 

1. PDIP 35.689.073 153 154 

2. Golkar 23.741.749 120 120 

3. PPP 11.329.905 58 59 

4. PKB 13.336.905 51 51 

5. PAN 7.528.956 34 35 

6. PBB 2.049.708 13 13 

7. 
Partai 

Keadilan 
1.436.565 7 6 

8. PKP 1.065.686 4 6 

9. PNU 679.179 5 3 

10. PDKB 550.846 5 3 

11. PBI 364.291 1 3 

12. PDI 345.720 2 2 

13. PP 655.052 1 1 
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14. PDR 427.854 1 1 

15. PSII 375.920 1 1 

16. 
PNI Front 

Marhaenis 
365.176 1 1 

17. 
PNI Masa 

Marhaen 
345.629 1 1 

18. IPKI 328.654 1 1 

19. PKU 300.064 1 1 

20. Masyumi 456.718 1 - 

21. PKD 216.675 1 - 

22. PNI Supeni 377.137 - - 

Jumlah 105.786.661 462 462 

Sumber : Dedi Mulyadi, h. 313 

Dari hasil pemilihan umum ini, ada 6 (enam) partai politik yang 

mampu melampaui batas electoral threshold sebagaimana diatur Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum sebesar 3%, 

keenam partai tersebut yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN dan PBB. 

Diluar keenam partai tersebut karena perolehan kursinya dibawah angka 

electoral threshold, sehingga tidak diperkenankan mengikuti Pemilihan 

Umum 2004. 
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Gambar 3.1 

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 1999 

 

4. Sistem pemilihan umum Pasca Reformasi 

a. Pemilihan Umum 2004 

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan selama tahun 1999 sampai 

2002, disampaikan menetapkan semua anggota DPR, DPRD, DPD dan 

Presiden dipilih melalui Pemilihan Umum setiap lima tahunan yang 

bermakna membentuk pemerintahan demokratis, kuat dan memperoleh 

dukungan rakyat, juga melembagakan pembaharuan pemilihan umum di 

Indonesia, melalui:
125

 

1) Pemberian transformasi kedaulatan rakyat kepada rakyat yang lebih 

besar, MPR tidak lagi sepenuhnya menjalankan kedaulatan rakyat; 
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2) Semua anggota pada semua tingkatan badan legislatif dipilih 

melalui Pemilihan Umum; dan 

3) Pelembagaan penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh suatu Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. 

Pada sistem ini peserta pemilihan umum mendapatkan alokasi 

kursi berdasarkan proporsi suara yang diperolehnya. Penentuan sisa 

kursi ditentukan dengan mengacu pada prinsip sisa suara terbesar 

(largest remaider system) Varian Hore. Partai-partai juga diperbolehkan 

melakukan stembus accord. 

Ini menandakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum 2004 

menjadi salah satu titik sentral dari kebangkitan demokrasi di Indonesia 

yang menjadi kebanggaan masyarakat Internasional, hal ini sejalan 

dengan pendapat Gyln Ford, Ketua Pemantau Pemilihan Umum Uni 

Eropa. 

Pada pemilihan umum 2004 digunakan sistem proporsional 

daftar calon terbuka. Sistem ini dimuat dalam Pasal 6 ayat (1) yang 

menyatakan “Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem 

proporsonal dengan daftar calon terbuka”.
126

 Sistem ini merupakan 

perubahan penting yang membedakan pemilihan umum 1999 dengan 
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2004, di mana terjadi pergeseran dari sistem proporsional tertutup ke 

sistem proporsional daftar terbuka.
127

  

Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian-

bagian provinsi, dari 32 propinsi yang ada, terdapat 19 provinsi yang 

sekaligus menjadi daerah pemilihan (Riau, Jambi, Bengkulu, 

Yogyakarta, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggara 

Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, 

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,gorontalo, Maluku, Maluku Utara, 

Irian Jaya Barat dan Papua). 8 provinsi yang terbagi ke dalam dua 

daerah pemilihan (NAD, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, 

Banten, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta). Dan 1 provinsi yang 

terbagi dalam 3 daerah pemilihan yaitu  Sumatera Utara, serta terdapat 3 

provinsi yang terbagi dalam 10 daerah pemilihan (Jawa Barat, Jawa 

Timur dan Jawa Tengah).
128 

 

Sementara itu, untuk daerah pemilihan anggota DPRD provinsi 

adalah Kabupaten/kota atau gabungan Kabupaten/kota, dan daerah 

pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau 

gabungan Kecamatan.  Besaran daerah pemilihan (district magnitude) di 

setiap daerah pemilihan ditentukan berkisar antara 3 (tiga) sampai 

dengan 12 (dua belas) kursi. Artinya dengan distric magnitude sebesar 
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 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum.. op.cit., h. 172 
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 Dedi Mulyadi, op.cit., h. 226 
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itu ambang batas suara partai untuk dapat memperoleh kursi di setiap 

daerah pemilihan adalah berkisar antara 5.8% sampai dengan 18.8% 

suara. 

Jumlah kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Provinsi 

Kabupaten/Kota sepakat dengan jumlah kursi DPR adalah 550 kursi, 

sementara jumlah kursi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota 

ditentukan dengan jumlah tertentu sesuai dengan jumlah penduduk 

provinsi dan kabupaten/kota.
129 

Metode pemberian suara untuk 

pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar partai 

politik peserta pemilihan umum dan mencoblos satu calon di bawah 

tanda gambar partai politik peserta pemilihan umum dalam surat 

suara.
130

 

Sistem penentuan perolehan kursi partai politik peserta 

pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang, metode alokasi 

kursi Kouta Hare dengan prinsip sisa suara terbesar (largest remainder 

system) dilakukan setelah ditentukan berapa angka Bilangan Pembagi 

Pemilih (BPP). Angka BPP diperoleh dengan cara membagi seluruh 

                                                             
132

 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum... op.cit, h. 177 
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 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD 

Pasal 84 ayat (1) 
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suara sah partai politik peserta pemilihan umum dengan jumlah kursi 

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
131

 

Penghitungan perolehan kursi baik DPR maupun DPRD 

dilakukan dalam dua tahap. Pertama, partai politik yang jumlah suara 

sahnya sama atau lebih besar dari angka BPP akan memperoleh kursi di 

satu daerah pemilihan sesuai dengan perolehan suara sahnya. Bagi partai 

politik yang capaian suara sahnya tidak memenuhi angka BPP, 

penentuan apakah partai tersebut memperoleh kursi atau tidak akan 

ditentukan pada penghitungan perolehan kursi tahap kedua. Kedua, 

partai politik yang sudah mendapatkan kursi pada putaran pertama dan 

masih memiliki sisa suara, serta partai politik yang tidak diikutsertakan 

dalam penghitungan putaran pertama akan memperebutkan sisa kursi di 

satu daerah pemilihan berdasarkan sisa suara terbanyak.
132

 

Apabila dicermati dua fenomena tersebut diatas, yaitu keabsahan 

penyuaraan dan cara penentuan calon jadi, sering disebut sebagai 

kelemahan yang paling mendasar dalam sistem proporsional terbuka 

yang dianut dalam pemilihan umum 2004 ini. Sebab mekanisme 

tersebut menjadikan partai memegang peran dominan dalam 

menentukan terpilihnya seorang calon jadi dibandingkan pemilih karena 

sangat sulit bagi siapapun untuk dapat melampaui BPP. 
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Selain itu keabsahan penyuaraan yaitu suara dianggap sah 

apabila pemilih memilih tanda gambar saja dan/atau tanda gambar 

sekaligus nama calon anggota legislatif sedangkan apabila pemilih 

hanya memilih nama caleg maka suara dianggap tidak sah, menjadikan 

partai-partai menggiring para pemilih hanya mencoblos tanda gambar 

partai tanpa disertai pilihan nama calon karena akan menguntungkan 

elit-elit partai yang biasanya mendominasi nomor urut.
133

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengakomodir 

ketentuan tentang threshold atau ambang batas. Ambang batas yang 

diatur adalah ambang batas keikutsertaan partai politik peserta 

pemilihan umum untuk pemilihan umum berikutnya, yang secara 

konseptual disebut electoral threshold.
134

 Untuk dapat mengikuti 

pemilihan umum periode berikutnya ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) 

dari jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% 

(empat persen) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-

kurangnya di 
1
/2  (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia.

135
 

Indonesia memilih sistem pemilihan umum anggota legislatif 

telah dijatuhkan pada proporsional terbuka murni. Namun, untuk saat ini 
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 Dedi Mulyadi, op.cit., h. 268 
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 Electoral threshold berarti dukungan suara minimal yang harus dimiliki oleh partai atau 

seseorang untuk memperoleh kursi di parlemen. Batasan demikian bisa disebutkan dan dipaksanakan 
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secara metematis. (Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde 

Baru, (Bogor: Kencana. 2016), h. 72 
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 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Pemilihan 

Umum DPR, DPD dan DPRD 
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bukanlah pilihan yang terlalu. Sebab, kemajemukan etnis, agama, 

budaya dan ideologi politik akan terakomodasi di dalamnya. Berbagai 

kelompok, baik besar dan kecil sama-sama memiliki peluang untuk 

mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan. Berbeda dengan sistem 

distrik yang memang agak kurang ramah bagi keterwakilan kelompok 

beragam, khususnya bagi kaum minoritas.
136

 

Tabel 3.13 

Hasil Pemilihan Umum 2004 

No. Partai Politik 
Jumlah 

Suara 
% 

Jumlah 

Kursi 

1. PNI Marhaenisme 923.159 0.81 1 

2. 
Partai Buruh Sosial 

Demokrat 
636.397 0.56 0 

3. Partai Merdeka 2.970.487 2.62 11 

4. Partai Merdeka 842.541 0.74 0 

5. 
Partai Persatuan 

Pembangunan 
9.248.764 8.15 58 

6. 

Partai Persatuan 

Demokrasi 

Kebangsaan 

1.313.654 1.16 5 

7. 

Partai 

Penghimpunan 

Indonesia Baru 

672.952 0.59 

 

0 

 

8. 

Partai Nasional 

Banteng 

Kemerdekaan 

1.230.455 1.08 1 

9. Partai Demokrat 8.455.225 7.45 57 

10. 

Partai Keadilan dan 

Persatuan 

Indonesia 

1.424.240 1.26 1 

11. 

Partai Penegak 

Demokrasi 

Indonesia 

855.811 0.75 1 
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Dinamika Pemilu dan Pilkada di Era Reformasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 19 



79 

 

12. 

Partai Persatuan 

Nahdatul Ulama 

Indonesia 

895.610 0.79 0 

13. 
Partai Amanat 

Nasional 
7.303.324 6.44 52 

14. 
Partai Karya Peduli 

Bangsa 
2.399.290 2.11 2 

15. 
Partai Kebangkitan 

Bangsa 
11.989.564 10.57 52 

16. 
Partai Keadilan 

Sejahtera 
8.325.020 7.34 45 

17. 
Partai Bintang 

Reformasi 
2.764.998 2.44 13 

18. 

Partai Demokrasi 

Indonesia 

Perjuangan 

21.026.629 18.53 109 

19. 
Partai Damai 

Sejahtera 
2.414.254 2.13 12 

20. 
Partai Golongan 

Karya 
24.480.757 21.58 128 

21. 
Partai Patriot 

Pancasila 
1.073.139 0.95 0 

22. 
Partai Sarikat 

Indonesia 
679.296 0.60 0 

23. 
Partai Persatuan 

Daerah 
657.916 0.58 0 

24. Partai Pelopor 878.932 0.77 2 

Jumlah Suara Sah 113.462.414 100.00 550 

 Sumber : Dedi Mulyadi, h. 317 
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Gambar 3.2 

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2004 

 

 

b. Pemilihan Umum 2009 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD kembali menerapkan 

proporsional terbuka sebagaimana sebelumnya juga diterapkan 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2008 menyatakan “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem 

proporsional terbuka”.
137

 Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) 
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 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sistem pemilu diatur 

dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan “Pemilu untuk memilih 

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 

dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon 

terbuka.” Sekalipun dengan rumusan yang agak sedikit berbeda, 

namun tidak ada perubahan substansi sistem pemilu antara yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003. 

Namun, Pemilihan Umum 2009 dirancang lebih menjamin 

demokrasi konstitusional, yang memiliki karakteristik yang 

berbeda, yaitu diterapkannya sistem penyederhanaan partai 

(parliamentary threshold).
138 

Tabel 3.14 

Hasil Pemilihan Umum 2009 

No. Partai Suara % Kursi 

1. Partai Demokrat 21.703.137 20.85 148 

2. Partai Golkar 15.037.757 14.45 107 

3. PDIP 14.600.091 14.03 94 

4. PKS 8.206.955 7.88 57 

5. PAN 6.254.580 6.01 46 

6. PPP 5.533.214 5.32 37 

7. PKB 5.146.122 4.94 28 

8. Partai Gerindra 4.646.406 4.46 26 

9. Partai Hanura 3.922.870 3.77 17 

10 Lain-lain 19.048.653 18.29 0 
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 Penetapan mekanisme parliamentary threshold dalam Pasal 202 Ayat (1) Undang-Undang 
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Jumlah 104.099.785 100.00 560 

Sumber : Dedi Mulyadi, h. 320 

Terdiri dari 29 partai yang tidak lolos PT (parliamentary 

threshold), karena itu tidak memperoleh kursi di DPR Pusat. Hasil 

Pemilihan Umum Tahun 2009 menunjukkan hanya 9 (Sembilan) 

partai yang bisa memiliki kursi di DPR karena lolos di PT 

(parliamentary threshold). 

Gambar 3.3 

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2009 

  

 

c. Pemilihan Umum 2014 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD kembali menerapkan 

proporsional terbuka sebagaimana sebelumnya juga diterapkan 

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
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2012 menyatakan “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem 

proporsional terbuka”.
139

 

Sistem Pemilihan Umum Tahun 2014 tetap sama pada 

Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan menggunakan sistem 

proporsional dengan mekanisme suara terbanyak. Perbedaan 

mekanisme ini berimplikasi pada pola rekrutmen caleg, strategi 

kampanye partai politik dan caleg, cara memilih wakil rakyat dan 

pemenang pemilihan umum. 

Apa pun pilihan sistem pemilihan umum yang digunakan oleh 

suatu negara, pada dasarnya sistem pemilu dapat berjalan dengan 

baik bergantung pada 3 (tiga) hal, yaitu: 

1) Adanya hak pilih universal bagi orang dewasa (universal adult 

suffrage) tanpa membedakan agama, suku, jenis kelamin, ras 

dan semacamnya; 

2) Adanya proses pemilihan umum yang adil (fairness of voting); 

dan 

3) Adanya hak untuk mengorganisir dan mengajukan calon 

(khususnya bagi partai politik sebagai peserta pemilu).
140
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Pemilihan Umum Legislatif 2014 masih meninggalkan 

catatan permasalahan sebagaimana pada Pemilu Legislatif 2009. 

Apabila pada Pemilu 2009 dikenal dengan adanya tuduhan 

penghilangan hak pilih yang terstruktur, sistematis, masif. Pada 

Pemilu 2014 ini permasalahan berkisar pada masih adanya pemilih 

namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 

atau Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). 

Tabel 3.15 

Hasil Pemilihan Umum 2014 

No. Partai Suara % Kursi 

1. PDIP 23.681.471 18.95 109 

2. Golkar 18.432.312 14.75 91 

3. Gerindra 14.760.371 11.81 73 

4. Demokrat 12.728.913 10.19 61 

5. PKB 11.298.957 9.04 47 

6. PAN 9.481.621 7.59 49 

7. PKS 8.480.204 6.79 40 

8. Nasdem 8.402.812 6.72 35 

9. PPP 8.157.488 6.53 39 

10. Hanura 6.579.498 5.26 16 

11. PBB 1.825.750 1.46 0 

12. PKPI 1.143.094 0.91 0 

Jumlah 124.972.491 100 560 

Sumber : Luky Sandra Amalia, Syamsudin Haris, dkk, h. 145 
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Gambar 3.4 

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014 

 

 

d. Pemilihan Umum 2019 

 Dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum maka berubahlah sistem pemilihan 

umum yang sebelumnya sistem proporsional daftar terbuka 

dengan mekanisme penetapan calon terpilih berdasarkan nomor 

urut menjadi sistem proporsional terbuka murni. Penetapan calon 

terpilih berdasarkan nomor urut telah menghilangkan makna 

pengakuan, jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil serta 

pelakuan yang sama bagi setiap warga negara. Dan terdapat 

perlakuan tindakan disriminatif, karena terdapatnya perlakuan 

yang tidak sama kepada seluruh calon anggota legislatif. 

Sedangkan Penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan suara 

terbanyak. Hal ini sesuai dengan semangat reformasi, yaitu 

mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat dan 
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mengurangi demoniasi partai politik, sehingga calon terpilih betul-

betul merasa dirinya sebagai wakil rakyat. 

 Mekanisme pnentun calon terpilih dapat menjadi salah satu 

faktor terciptanya akuntabilitas wakil rakyat terpilih, namun 

sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak 

hanyalah salah satu dari banyak faktor yang memengaruhi kualitas 

akuntabilitas wakil rakyat dan parlemen.
1
 

Sistem Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Terdapat dalam 

Pasal 168 ayat (2) yaitu, “Pemilu untuk memilih Anggota DPR, 

DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan 

sistem proporsional terbuka”.
141

 Sedangkan jumlah kursi anggota 

DPR yaitu sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima) orang.
142

 

Gambar 3.5 

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 

 

                                                             
144

 Khairul Fahmi, op.cit., h. 271 
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 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 168 ayat (2) 
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 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 186 
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Tabel 3.16 

Perkembangan Jumlah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum  

Era Reformasi 

Pemilu 
Sistem 

Pemilu 

Kursi di 

lembaga 

perwakilan 

Susunan Partai 

Politik 

Besaran 

ET/PT 

1999 

Sistem 

proporsional 

berdasarkan 

stelsel daftar 

tertutup 

462 kursi 48 ET. 2,5% 

2004 

 

Sistem 

Proporsional 

dengan daftar 

terbuka 

550 kursi 24 

 

 

 

ET. 3,0% 

 

 

 

2009 

Sistem 

Proporsional 

dengan daftar 

terbuka 

560 kursi 
38 (+6 parlok 

Aceh) 
PT. 2,5% 

2014 

Sistem 

Proporsional 

terbuka 

560 kursi 
12 (+3 parlok 

Aceh) 
PT. 3,5% 

2019 

Sistem 

Proporsional 

Terbuka 

575 kusi 14 PT. 20% 

  


